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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam menjatuhkan pidana

Hakim mempertimbangkan banyak hal. sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara
Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, secara
garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan
terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana
pencurian dapat di pidana penjara dengan ketentuan hukum paling
lama %2 (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi
orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringakan terdakwa selama

pemeriksaan perkaranya, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :
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- Bahwa terdakwa di persidangan bersikap sopan

- Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan
keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi

perbuatannya lagi

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo
dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah Hakim mendapat kesulitan
dalam memperoleh keterangan saksi yang berbelit-belit, keterangan
terdakwa, mengajukan barang bukti di persidangan, dan penundaan

penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan
kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan
keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak dan putusan
tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan



62

baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta

suatu kepastian hukum.
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